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TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI(SMKN)
MttNり RUT BIDANG κEAHLIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menirnbang 一ａ bahwa sesuai dengan ketentuan amanat Undang_

undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan   Daerah,   maka   Pengelolaan
Pendidikan Pendidikan Menengah(SMA/SMK/SLB)

3oJo應導3: yttng kttwttn3ngan peng會 lo18an som聾 l昼

menladi tanggungjawab Pernerintah Kabupatenノ KOta

telan  dilirnpahkan  kewenangan  ke  pemerintah

Provinsi Papua:

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Direktur

JenderaI Pendidikan Dasar dan Menettgah Nomor
06ノD,D5ノKK/2018  tentang  Spektrurn  Keahiian

Sekolah Menengah quruan(sMЮ dan Madrasah
Aliyah Keiuruan(MAЮ :

bahwa Nomenklatur Sekolah Menengah Keiuruan
XeOe面  (鋤 KN) yang saat ini わ撤 u perlu
disesualkan seialan dettgan tuntutan perkembangan

kurikulum vokasi: ilmu pengetahuan, teknologi,seni,

dinanlika perkembangan giobal, dan kebutuhan

dunia keria Serta pengembangan pendidikan vokasi

sesuai potensi keumulan SuFrrbeF daya alaFn
beradasarkan persebaran wilayah adat← vilayah adat

mamta,wilayah adat saire百 ,wilayah Adat anim ha,
wilayah adat iapago dan wilayah adat Fneepago)di

Prov:nsI Papual
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4. Undang[Undang ~NOmor 12 ]ahun 1969 tentang

週蕊恵潔11調器鳳i講a熙
Dlik lndOneSia Tahun 1969

NOmOr碁7, Tambehan Lembaran Negara Republik
lndonesia‐ NOmor 0007)

Khusus NomOr.21 Tahun2鮒蹴譜電」磯
織
l潔」鰤 √器瞬

鮮 ‰‖:警聰燎
t

lndoneSia~NOmor 413で ),

dengan Undang‐ Undanl

tentang Penetapan Pe“

Undang…Undang NomOr l  Tahun 2008 tentang

鷲渕ξ
lndonesia Tahun 2008 NomOr l12, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4884)i

3. Und象貯 tjndang NOmOF 17 Ttthun 2003 tenttng

Keuangan Negara (Le面 baran Negara RepJblk

lndonesia  Tahun  2003  Nornor 47,  Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia NomOr 4286)i

4. Undang― undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistern

朧F辮lol驚鷲rT鱚‖
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4301:

5. Undang‐ undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistern

Pendidikan Nasional.(Lembaran Negara Republik
indonesta  Tantl倉   2004  NOrF10r 78,  Tambahan

Le面baran Negara■ ep百blik indoneSia~NOmor4301:

6. Undan9‐Undang NOmor l  Tanun 2004 tentang
Perbendaharaan Negam(Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 NomOr 5,Tambahan Lembaran

Nesara Republik lndOneSia NomOr峯355):



7.Undang=Undang Nomor   13 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Repub‖k
lndonesia  Tahun 2004 Nomor  66=  Tambahan
Lem詭ran Negatt Nomor4400):
3.~Undang[undang 

｀
NOmo「  23 ]ahun 2o14 tentang

Peme面ntahan Daerah(Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2014  Nomor 244: Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesai Nomor 5587):

sebagairnana telah dittbah bebeFapa kali, terakhir

dengan  undang10ndang ~Nomor O ＼ミhun 2013
tentang Perubahan kedua atas   Undang‐ Undang
Nomo『 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesal Tahun 2015
Nomor〔湯,TaFnbehan Lembaran NeOatt Republik
lndoneSia nOmOr 5679):

9. Undang― Undang Nomo「  33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Peme百ntahan Daerah(Lembaran Negara Republik

lndones饉  Tahun 2004 Nomor 120, TttFTlbahan
Lettbaran~NegaraRepごbilk¬ ndonesai NOrno「 4433):

10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan:

11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan:

12.Peraturan PreSiden Nomo「 54■百hun 2010 tentang
Pengadaan 3arangノ Jasa Pemerintah sebagairnana

telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012:

13.intrubi P溜釧』den Nomor 5 Tahun 2007 tentang
percepatan Pe面 bangunan Papua dan Papua Barat

14. intruksi Presiden Nomo「  9 tahun 2016 tentang
Revitalisasi SMK:

15. Perrnendiknas nomor i tahun 2007 tentang standar

pengelolaan plmdidikan obh mtuan pendidikttn dasar

dan rnenengahi

16.Perrnendiknas nomo「 50 tahun 2007 tentang standar

pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerahi

17. Perrnendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar

prttes pendidikar dasar dan menengah:

43.Perrnendikbua nOmOr 23 tahun 2016 tentang standar

proses penilalan dasar dan rnenengah:

＼



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KE TIGA

‐
慮 柵 AT

19,permendikbua nomOr 23 tahun 2016 tentang Sistem

peniarninan rnutu pendidikan dasardan rnenengah;

20. Peraturan Daerah Kllusus PЮ pinsi Papua nomo「 25
tahun 2013 tentang Pembagian PeneFimaan dan
Pengeblttn Keuangen Dana Otonomi Khusus:

21.Peraturan Daerah Provingi Papua Nomor 3■ 百hun
201 3 tentang Penyeienggaraan Pendidikan di Provinsi

Papua:

22. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 2

Tahun 2013 tentang Penye断 99araan Pendidikarl
pada Kawasan AdatTerpencil:

23.Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah  Nomor  06/D.D5ノ KK/2018  tentang
Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Keiuruan

(SMtt dan Madrasah Aliン箋h Keiurtran(MA吟
24.Peraturan Gむbemur Papua NOmor 36 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Ketta Dinas Pendidikan

Provlnsi Papua.

RllEMUT03KAN:

Penetapan Nomenkhtor Sekolah Menmgah Keiuruan
Nege嘉 (3面KN)di prOfingi papua, sё bagaimana
tercanturn dalanl Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Nomenklator sekolah Menengah Keiuruan Nege面

繹MKN) sebagairnana dimakstld pada Diktum
手更ヨマ了みふスA disusun menurut Didang 

｀
Keahiian pada

Spektruk Pendidikan Keiuruan;

Penyesualan Nomenklator Sekolah Menengah Keiuruan

Negeri(SMKN)ini dilakukan selambat‐ lambatnya pada
bulan Juli Tahun ttaran撮 置 Seiak ditetapttn:
Pada saat~Keputusan itti rnJ10「 berlttku,rndka~keputusan―

keputusan bupati dan atau、″alikota tentang Penetapan

Nomenklabr Sekolah Menengah Keiuruan Nege画

(SMKN)dinyatakan ldak bedakul

＼
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Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 01 Juni 2419

PENDIDIKAN

DA,S.Pd.lM.H
utama Madya
107061984031013

Salinan Keputusan inidisampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diJakarta
2. Direktur JenderalFendidikan Dasar dan [4enengah di Jd<arta
3. Ketua DPRP Provinsi Papua diJayapura
4. lnspektur Provinsi Papua diJayapura
5. Kepala Bappeda ProvinsiPapua diJayapura
6. Kepala BKAD Provinsi Papua di Jayapura
7. Ketua MKKS SMK Provinsi Papua
8. Ketua MKKS SMK'W*ayahAdat
9. Kepala-Kepala SMK Negeri yang bersangkutan
10. Arsip

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.



鑓
証
一熙
鶏
羹
醸
翼
彙
沖
意

そヽ塁
・ｇ
ｅ
さ
き
・尽
‥
き



蝸
ン


